
 

RINGKASAN 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2022 tentang 
Penilaian Kembali Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan 

Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek  
 
 
Pokok Pengaturan 
1. Pihak utama bagi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang 

dilakukan penilaian kembali dalam SEOJK ini meliputi: 
a. PSP; 
b. Anggota Direksi; dan 
c. Anggota Dewan Komisaris. 

2. Ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian kembali dapat dilakukan oleh OJK 

setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan, pengenaan 
sanksi, atau informasi yang diperoleh dari otoritas lain terdapat indikasi Pihak 
Utama terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, 
kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada 
Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek. 

3. Ketentuan mengenai cakupan penilaian kembali yang diuraikan satu per satu 
dengan merujuk pada POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali 
Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan POJK Nomor 14/POJK.03/2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa 
Keuangan. 

4. Ketentuan mengenai tata cara penilaian kembali, dengan langkah sebagai berikut: 
a. Klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai 

kembali. 
b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada 

Pihak Utama yang dinilai kembali. 
c. Tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara 

penilaian kembali. 
d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak 

Utama yang dinilai kembali. 
5. Ketentuan mengenai pengkinian data dan informasi domisili Pihak Utama 

Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dengan menyampaikan 
laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak 
yang dapat dihubungi kepada OJK secara elektronik melalui sistem pelaporan 
elektronik OJK. 

6. Ketentuan mengenai Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali apabila Pihak 
Utama ditetapkan dengan predikat “Lulus” atau “Tidak Lulus”. 

7. Ketentuan mengenai permohonan peninjauan ulang, mengatur: 
a. Kriteria peninjauan ulang. 
b. Pelaksanaan penilaian permohonan peninjauan ulang. 


